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Abstrak 

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai perwujudan living law 
yang memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaannya tetap eksis meskipun 
dihadapkan pada perkembangan hukum positif dan modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kerangka hukum perjanjian adat dalam masyarakat adat secara umum serta mengkaji secara khusus bentuk dan 
karakteristik perjanjian adat yang berlaku dalam Masyarakat Adat Baduy di Provinsi Banten. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan (field research) melalui 
pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian adat dalam 
masyarakat Baduy pada umumnya dilakukan secara tidak tertulis, bersifat konkret dan riil, serta berlandaskan 
pada nilai kejujuran, kepercayaan, kekeluargaan, dan kepatuhan terhadap norma adat (pikukuh adat). Keabsahan 
perjanjian adat tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh pemenuhan asas-asas 
hukum adat, meliputi asas tunai, asas percaya, asas rukun, asas patut, dan asas laras. Perjanjian adat tersebut 
mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti pengelolaan harta benda, kredit perorangan, perburuhan, dan 
perjanjian bagi hasil. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Baduy merupakan sistem hukum yang 
otonom dan tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perdata positif, namun tetap memiliki legitimasi 
konstitusional sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, 
keberadaan dan keberlakuan perjanjian adat Baduy patut dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari pluralisme 
hukum nasional Indonesia. 

Kata Kunci: Hukum adat; Perjanjian adat; Masyarakat adat baduy; Living law. 

Abstract 

Customary law is a law that lives and develops in society as a manifestation of living law that plays an important 

role in the Indonesian national legal system. Its existence continues to exist even though it is faced with the 

development of positive law and modernization. This study aims to analyze the legal framework of customary 

agreements in customary communities in general and specifically examine the forms and characteristics of 

customary agreements that apply in the Baduy Indigenous Community in Banten Province. This study uses a 

normative juridical method combined with field research through the collection of primary and secondary data. 

The results of the study indicate that customary agreements in the Baduy community are generally carried out 

unwritten, concrete and real, and based on the values of honesty, trust, kinship, and compliance with customary 

norms (pikukuh adat). The validity of customary agreements is not only determined by the agreement of the 

parties, but also by the fulfillment of the principles of customary law, including the principle of cash, the 

principle of trust, the principle of harmony, the principle of propriety, and the principle of harmony. These 

customary agreements cover various areas of life, such as property management, individual credit, labor, and 

profit-sharing agreements. This study confirms that Baduy customary law is an autonomous legal system and is 

not fully subject to the provisions of positive civil law, but still has constitutional legitimacy as recognized in 
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Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 2 paragraph (1) of 

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Therefore, the existence and validity of Baduy customary 

agreements should be respected and protected as part of Indonesia's national legal pluralism. 

Keywords: Customary law; Customary agreement; Baduy customary community; Living law. 

1. Pendahuluan 

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-
masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya (Mahdayeni, Muhammad Roihan 
Alhaddad, 2019). Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri 
serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa 
begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat 
kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan 
tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman (Zaka Firma Aditya; Anna Triningsih; Abdul Basid 
Fuadi; Rizkisyabana Yulistyaputri, 2023). 

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu 
yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang 
tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat 
(Burhanudin, 2021). Sebagaimana yang telah ditentukan oleh lembaga tertinggi MPR bahwa Hukum 
Nasional yang akan terbentuk hendaknya ber-intikan Hukum Adat, yang dimaksud tentunya Hukum 
Adat sebagaimana yang menjadi obyek dari cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Ilmu Hukum 
Adat (Anshori, 2010). 

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang 
memiliki akal pikiran dan perilaku (Hanafi, 2018). Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan 
mengakibatkan “kebiasaan pribadi”. Jika kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara 
berkesinambungan, maka dapat menjadi kebiasaan dari orang itu. Lambat laun di antara orang yang 
satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Pada 
akhirnya, kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat 
adalah pencerminan daripada kepribadian, di samping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan 
jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan masyarakat dan 
kelompok masyarakat yang lambat lain menjadikan adat itu sebagai kebiasaan yang semestinya 
berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi Hukum Adat (Nengsih et al., 2025). 

Istilah Adat berasal dari tata Bahasa Arab yang berarti “adah” atau “adat” yang berarti kebiasaan. 
Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Adat Recht” yang pertama kali 
dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul De Atjeher’s 
(orang-orang Aceh) tahun 1894 (Atsar, 2018). 

Adat atau kebiasaan dapat diartikan “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan 
dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”. Adat-istiadat dapat 
mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu 
masyarakat atau bangsa.  

Menurut Van Vellonhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di 
satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut “hukum”), dan di pihak lain dalam keadaan 
tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut “adat”) (Susanto, 2019). 

Masyarakat hukum adat dalam hal ini merupakan kelompok tertentu dan telah memiliki perintah 
konstitusiaonal atas pengakuannya dalam Pasal 18B ayat UUD NRI 1945. Philips M. Hadjon 
menyebutkan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 merupakan eksistensi 
Masyarakat Hukum Adat adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat disangkal oleh pemerintah yang 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisional 
mereka selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Mulyana, 2020). 

Salah satu contoh Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang adalah Masyarakat 
Adat Suku Baduy. Suku Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, 



ISSN 2087-3336 (Print) | 2721-4729 (Online) 
DOI 10.37373/jh.v1i2.2228 

89 

 

 

Provinsi Banten. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Suku 
Baduy merupakan wilayah adat yang berdaulat dengan segala keaslian budaya leluhur yang masih 
bertahan hingga kini, namun tidak mengingkari keberadaanya dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Masyarakat Baduy menjadikan hukum adat sebagai pedoman berperilaku dalam 
kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada dua 
permasalahan utama yang dirumuskan ke dalam satu rangkaian analisis, yakni dimulai dengan 
mengkaji bagaimanakah kerangka hukum perjanjian yang berlaku di dalam struktur masyarakat adat 
secara umum, untuk kemudian dianalisis secara lebih spesifik mengenai bagaimanakah bentuk dan 
karakteristik perjanjian yang dipraktikkan oleh Masyarakat Adat Baduy yang memiliki keunikan 
hukum tersendiri (Syahbandir, 2024). 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis – normatif) dan 
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari 
fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Untuk itu, data primer nya adalah data yang berasal dari 
lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-
fenomena yang ada dilokasi penelitian tersebut (Yulia, 2016). 

3. Hasil dan Pembahasan 

Kerangka Hukum Perjanjian Dalam Masyarakat Adat 

1) Perjanjian dalam masyarakat adat 

Perjanjian adat adalah kesepakatan tidak tertulis yang diatur oleh norma dan kebiasaan 
masyarakat adat, berlandaskan nilai kekeluargaan, tolong-menolong, dan kebersamaan, yang mengikat 
para pihak dalam lingkup adat setempat. Menurut Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang 
terjadi ketika salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau di antara pihak tersebut saling 
berjanji satu sama lain, sehingga (Syahbandir, 2024). 

Di İndonesia sendiri, sebagaimana bagian dari hukum perdata lainnya, dalam hukum perikatan 
juga dikenal adanya perikatan berdasarkan KUH Perdata, perikatan berdasarkan hukum Islam, dan 
juga perikatan berdasarkan hukum adat. Perbedaan utama dari hukum perikatan yang berdasarkan 
KUH Perdata dengan hukum perikatan adat adalah bahwa dalam titik tolak perjanjian berdsarkan 
KUH Perdata adalah kepentingan perseorangan dan sifatnya kebendaan, sedangkan perjanjian dalam 
hukum adat memiliki citik tolak kekeluargaan, kerukunan, dan sifat tolong-menolong. Hukum 
perjanjian yang di dasarkan pada hukum adat tidak hanya menyangkut masalah hubungan hukum yang 
berkaitan dengan harta benda, namun juga dapat berupa perjanjian yang tidak berwujud, misalnya 
adalah perbuatan karya budi (Yuliyani, 2023). 

Terdapat perbedaan di antara perjanjian yang berdasarkan KUH Perdata dengan hukum perjanjian 
adat, di mana perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang pemikiran kebudayaan masyarakat yang 
kemudian melahirkan hukum yang berasal dari dasar kejiwaannya, 42 Ketika KUH Perdata meyakini 
perjanjian akan melahirkan suatu perikatan, dalam perjanjian yang berdasarkan hukum adat meyakini 
bahwa ketika perjanjian bersifat mengikat, maka harus ada suatu tanda pengikatnya dan juga tidak 
selamanya hal tersebut menyangkut hubungan hukum tentang harta benda, namun juga menyangkut 
perjanjian selain kebendaan. Sedangkan ketika suatu perikatan didasarkan pada perjanjian secara adat, 
maka asas kekeluargaan dan kerukunan akan selalu ada dalam perikatan tersebut, di mana asas 
tersebut memberikan suatu petunjuk bahwa ketika debitur belum dapat membayar utangnya, maka 
debitur harus selalu berlaku sopan dan baik kettika proses tagih-menagih, dan tidak dapat 
membenarkan tindakan yang memaksa dengan kekerasan yang dilakukan terhadap debitur yang belum 
dapat membayar hutangnya (Azami, 2022). 

Prinsip utama dalam perjanjian berdasarkan hukum adat adalah riil atau nyata, di mana hal ini ini 
sangat berhubungan dengan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian hukum adat, yaitu asas riil 
(Bewa Ragawino, 2008). 

2) Syarat dan asas perjanjian adat 
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Secara umum terdapat beberapa syarat yang ada dalam perjanjian adat, yaitu sebagai berikut : 
a) Dasar perjanjian menurut hukum adat adalah kejiwaan, di mana hal ini berarti suatu 

perjanjian mensyaratkan adanya rasa kekeluargaan, kerukunan, dan juga tolong menolong di 
antara para pihaknya. 

b) Berkaitan dengan sifat hukum adat yang konkret, maka suatu perjanjian adat haruslah tidak 
hanya berdasarkan kata sepakat di antara para pihak, namun juga harus disertai dengan tanda 
ikatan tertentu. 

c) Perjanjian yang dilakukan berdasrkan hukum adat tidak hanya berada dalam lingkup harta 
kekayaan, namun juga masuk ke dalam lingkup kebendaan. 

Hukum adat mengenal adanya asas dalam suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan hukum 
adat, yaitu sebagai berikut: 

a) Asas Tunai (Asas Kontan), Tunai atau kontan berarti suatu bentuk prestasi yang dilakukan 
pada waktu bersamaan secara sekaligus. Oleh karena itu, menurut asas ini, perjanjian belum 
terjadi ketika hanya berupa ucapan di antara para pihak, tanpa adanya suatu bentuk prestasi 
di antara keduanya. 

b) Asas Percaya, Pihak yang membuat suatu perjanjian harus saling percaya satu sama lain, di 
mana hal ini biasanya disebabkan biasanya tidak ada bukti tertulis atas perjanjian tersebut 
(Erfan et al., 2024). 

c) Asas Rukun, Asas ini sangat berkaitan dengan idealisasi masyarakat adat bahwa cara hidup 
bersama dalam masyarakat adalah dengan hidup damai, tenang, dan bahagia. Pandangan 
tersebut juga sejalan dengan keyakinan masyarakat adat bahwa ketika hidup dalam suatu 
masyarakat, satu manusia dan manusia lainnya tidak mungkin dipandang secara terpisah, 
melainkan ada saling ketergantuangan satu dengan yang lainnya, di mana hal tersebut 
kemudian memaksakan keterlibatan dan perhatian penuh dari masing-masing individu untuk 
mempertahankan dan juga melestarikan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Beberapa 
bentuk dari asas ini adalah ajaran musyawarah, ajaran mufakat, ajaran gotong royong, 
ataupun ajaran tolong menolong. 

d) Asas Patut atau Pantas, Asas ini merupakan dasar penilaian terhadap tindakan atau Situasi 
tertentu melalui penilaian moral dan juga akal sehat. Asas ini dapat mencakun secala elemen 
moral yang berkenaan dengan penilaian haik atau buruk, dan juga elemen akal sehat yang 
berhubungan dengan kesesuaian terhadap berbagai logika hukum. Fokus dari elemen moral 
adalah status, kualitas, serta martabat, dan juga hame diri dari seseorang, sehingga ajaran 
mengenai kepatutan sendi memberikan penekanan terhadap pedoman serta cara berperilaku 
ketika berhubungan dengan orang lain. Asas patut atau panta sendiri bertuiuan untuk 
melindungi manusia dari segala perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi 
malu di hadapan masyarakat lainnya. 

e) Asas Laras, (Harmoni), Asas laras berhubungan dengan bagaimana kebutuhan estetis dalam 
masvarakat dapat terpenuhi, serta berhubungan dengan persoalan penyelesaian sengketa, 
dengan tujuan agar semua pihak dan juga masvarakat danat menerima dan mendukung 
secara maksimal metode penyelesaian sengketa yang diajukan. Asas ini juga memiliki tujuan 
agar suatu penyelesaian sengketa dapat dianggap memuaskan oleh seluruh pihak serta 
masyarakat berdasarakan ukuran kebutuhan dan juga hukum serta moral. 

3) Bentuk – bentuk perjanjian adat 
a) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas rumah, ternak, dan benda lain 

Ketika membahas perjanjian jenis ini, maka yang harus dipahami adalah bahwa pada 
prinsipnya hak milik atas rumah, tanaman, ternak, dan benda lain terpisah dengan hak milik atas 
tanah di mana rumah, tanaman, ternak, dan benda lain tersebut berada, dengan kata lain seseorang 
hanya dapat memiliki rumah, atau tanaman yang terletak di atas tanah orang lainis, sedangkan 
terhadap hak atas tanah tersebut yang lebih diutamakan adalah hak persekutuan. Beberapa 
masyarakat adat memiliki aturan yang berbeda terhadap ketentuan tersebut, misalnya di suku 
Dayak, harta pusaka hanya dapat diwariskan kepada anggota persekutuan, dan tidak diizinkan 
membawa harta pusaka tersebut keluar Desa. Dalam masyarakat yang tinggal di daerah Tenganan 
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Pagringsingan, Bali, aturan yang berlaku adalah bahwa terhadap semua yang menjadi milik 
pribadi anggota persekutuan (termasuk ternak dan peralatan rumah tanga), berlaku hak 
persekutuan sepenuhnya, dan di beberapa desa lain berlaku ketentuan bahwa atas nama 
kepentingan pesekutuan, maka Desa dapat meminta penyerahan ternak ataupun barang lainnya 
tanpa adanya ganti rugi. Berbeda dengan ketentuan yang berlaku mengenai perjanjian yang 
berkaitan dengan hak atas rumah, tanaman, ternak, dan benda lain, di Jawa, ada transaksi yang 
dikenal dengan sebutan adol ngrebeki, yaitu seseorang menjual rumah namun pembeli rumah 
tersebut tetap dapat tinggal di dalam rumah yang terletak di atas tanah itu juga, di mana hal ini 
sesuai dengan pengecualian yang ada, yaitu bahwa terhadap transaksi atas pekarangan, maka 
dengan sendirinya termasuk rumah dan tumbuhan yang ada di tanah tersebut, bahkan dalam 
praktiknya seseorang dapat menggadaikan transaksi atas rumah atau tanaman yang ada. 

Pengecualian lain terhadap perjanjian ini adalah bahwa terkadang hak milik atas tumbuhan 
di atas suatu tanah membawa hak milik atas tanahnya, dan hak milik ini disebabkan karena rumah 
tembok tersebut tidak mudah untuk dipindahkan. Salah satu perjanjian yang masuk ke dalam 
lingkup perjanjian ini adalah perjanjian pemegangkan, yang artinya pemilik uang memiliki hak 
untuk menggunakan benda yang dijaminkan kepadanya hingga uang yang dipinjamkan 
dikembalikan oleh peminjam, namun ketika perjanjian tersebut merupakan perjanjian dengan 
bunga, maka pemilik uang berkewajiban untuk menyimpan barang dan tidak berhak untuk 
menggunakan barang tersebut, karena pada pokoknya ia telah menerima bunga dari utang yang 
ada. Perjanjian yang berkaitan dengan hak milik atas ternak selalu berkaitan dengan beberapa 
aturan mengenai cara pemotongan dar penjualan. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan paduon 
ternak ataul saduoan ternak di daerah Minangkabau, nggaduhake di daerah Jawa, atau 
ngabubuarakeun di daerah Sunda, di mana hal ini memiliki arti bahwa pemilik menyerahkan 
ternak kepada pihak lain untuk dipelihara dan kemudian membagi hasil ternaknya. Beberapa 
ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian hak milik atas ternak adalah sebagai berikut : 

a. Ketika ternak tersebut adalah ternak betina, maka ketika ternak tersebut berkembang 
biak dan kemudian memiliki anak, anak dari ternak tersebut akan dibagi sama banyak di 
antara pemilik ternak dan pemeliharanya, atau dapat juga dengan cara menentukan 
terlebih dahulu harga induk ternak dan kemudian anaknya dibagi dua dantara pemilik 
dan pemelihara. 

b. Ketika ternak tersebut jantan, maka ketika diserahkan kepada pihak pemelihara sudah 
harus ditentukan terlebih dahulu harganya, dan kemudian ketika ternak tersebut terjual, 
laba yang didapatkan akan dibagi dua. 

c. Pemeliharaan ternak wajib menanggung segala biaya yang dikeluarkannya terkait 
dengan pemeliharaan ternak tersebut. Pemilik ternak berhak untuk mengambil kembali 
ternaknya ketika pemelihara ternak tidak menjalankan tugasnya untuk memelihara 
ternak dengan baik. 

b) Perjanjian kredit perorangan 
Berdasarkan hukum adat, maka perbuatan kredit dapat berbentuk: 
a. Utang barang (yang biasa disebut dengan "pinjam barang" sehingga ketika 

dikembalikan harus juga berbentuk barang). 
b. Utang tenaga, yang biasanya dibayar dengan tenaga. 
c. Utang uang yang pembayarannya juga harus dengan uang. 
Beberapa jenis kredit perseorangan yang cukup dikenal dalam hukum adat adalah sebagai 

berikut: 
1) Kempitan 

Kempitan berarti perbuatan menyerahkan suatu barang kepada orang lain, dengan 
ketentuan ketika jangka waktu tertentu telah lewat, maka barang atau sejumlah uang 
yang dititipkan tersebut akan diberikan kepada pemilik barang. 62 Adat kempitian 
cukup dikenal di masyarakat Jawa, di mana merupakan semacam perjanjian komisi, di 
mana pemilik barang akan mempercayakan penjualan barangnya kepada orang lain, 
dengan ketentuan bahwa setelah waktu tertentu, barang atau uang yang telah ditetapkan 
sebelumnya akan diberikan kembalian kepada pemilik uang atau pemilik barang. 
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2) Ijon adalah perbuatan menjual tanaman yang masih muda (biasanya tanaman padi, 
jagung, ketela, jeruk, mangga, dan lain-lain) 16 Selain ijon, dalam hukum adat juga 
dikenal istila tebasan, yaitu menjual tanaman yang suda tiba waktunya panen (tanaman 
yang dijual jenisnya sama dengan ijon) sehingga dari kedua jenis perjanjian ini dapat 
disimpulkan bahwa pada ijon terjadi karena pemilik tanaman butuh uang sehingga ia 
menjual tanamannya yang masih muda, sedangkan pada tebasan yang akan menuai 
hasilnya adalah pembeli tanaman tersebut karena ia akan mendapatkan hasil dari 
tanaman yang telah ia beli, tanpa harus melakukan pemeliharaan sejak tanaman tersebut 
muda. 

3) Ngeber 
Ngeber cukup dikenal di daerah Jawa Barat, di mana ngeber artinya membantu orang 
lain untuk menjualkan barangnya, dengan ketentuan ketika barang tersebut tidak laku, 
maka akan dikembalikan kepada pemilik barang, namun ketika barang tersebut laku 
terjual dan harga jual barang tersebut lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh 
pemilik barang, maka selisihnya akan menjadi hak dari pihak yang menjualkan barang 
tersebut. Perjanjian ini cukup istimewa, dan merupakan adat yang cukup dikenal di 
Minahasa, karena pihak pertama yang disebut dengan pemelihara, mewajibkan dirinya 
sendiri untuk memelihara pihak kedua, yang disebut dengan terpelihara, termasuk 
menanggung pemakaman dan pengurusan harta peninggalannya. Sebagai bentuk 
imbalan, pemelihara berhak atas sebagian harta terpelihara, di mana terkadang bagian 
yang diterimakanya sama dengan bagian anak terpelihara. 

4) Makindihangraga 
Makindihangraga yang cukup dikenal di Bali, merupakan perbuatan mengikatkan diri 
sendiri beserta segala harta kekayaan yang dimiliki di bawah asuhan orang lain, 
kemudian orang lain tersebut wajib mengurus segala sesuatu ketika ia telah meninggal 
dunia, dengan imbalan berupa hak untuk mewarisi harta peninggalannya. 

c) Perjanjian perburuhan 
Sebenarnya, mempekerjakan orang lain dan kemudian memberi upah kepada orang yang 

dipekerjakan adalah hal yang lazim terjadi di berbagai daerah. Walaupun demikian, ada variasi 
lain dalam hukum adat, di mana seseorang mempekerjakan orang lain tidak dengan diberi upah 
berupa uang, namun dengan menanggung semua biaya hidup orang yang bekerja kepadanya 
tersebut. 
d) Perjanjian pertanggungan kerabat 

Perjanjian ini berarti seseorang menjadi penanggung utang orang lain, sehingga dapat ditagih 
ketika pelunasan suatu utang tidak mungkin didapatkan dari peminjam sesunggungnya, di mana 
hal ini bisa terjadi karena adanya ikatan kekerabatan atau karena adanya rasa kesatuan sanak-
saudara. Masyarakat Sumatera Selatan melakukan perjanjian ini disebabkan karena berbagai hal 
yang berhubungan dengan kehormatan suku ataupun kehormatan keluarga. 
e) Perjanjian bagi hasil 

Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, di mana objek transaksi 
bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut 
mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan 
tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat 
mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, 
dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi 
semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, dengan pelbagai variasi, baik dari sudur 
penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. 

Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama "mampaduoi" 
atau "babuek sawah urang". Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam kenyataannya dilakukan 
secara lisan (di hadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan 
bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, 
sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik 
tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. 
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Perjanjian semacam ini disebut "mempaduoi". Lain halnya, apabila tanah keras, ladang atau 
sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, di mana pemilik tanah menyediakan bibit 
serta pupuk. 

Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; 
perjanjian semacam ini disebur "saduo bijo". Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau 
dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapan meninggal. 

Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman 
yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka 
pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-
ketentuannya adalah sebagai berikut: 

a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama ("maro"). 
b. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian ("mertebu"). 
c. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang. 
Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut "sakap menyakap" 

(Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut: 

a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing 
1/2 ("nandu"). 

b. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian ('nelon"). 
c. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian ("ngapit"). 
d. Pemilik tanah mendapat 3/4 bagian, sedangkan penggarap 1/4 bagian ("merapat"). 
Mengenai perjanjian bagi hasil atau "share cropping" ini, sebetulnya telah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang intinya adalah : 
a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, 

dengan ketentuan penggarap memperoleh 1/2 bagian atau 2/3 bagian. 
b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 

sampai 5 tahun. 
c. Kepala desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil. 

Bentuk Perjanjian Dalam Masyarakat Adat Baduy 

Dalam praktiknya, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Baduy tidak disusun dan 
dijalankan berdasarkan konstruksi hukum positif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan nasional. Masyarakat Baduy, khususnya Baduy dalam, tidak menjadikan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sebagai rujukan normatif dalam membentuk suatu perjanjian. Hal ini terlihat 
dari tidak diterapkannya ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian hanya 
mengikat para pihak yang membuatnya (asas privity of contract). Dalam hukum adat Baduy, suatu 
kesepakatan tidak semata-mata bersifat individual, melainkan mengikat secara sosial dan adat. 

Perjanjian adat dalam masyarakat Baduy tidak menitikberatkan pada syarat formil sebagaimana 
dikenal dalam Hukum Perdata Barat, seperti kesepakatan tertulis, kecakapan hukum menurut undang-
undang, maupun pembuktian secara administratif. Sebaliknya, perjanjian adat Baduy didasarkan pada 
nilai kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap norma adat (pikukuh adat). Kekuatan mengikat 
suatu perjanjian tidak terletak pada alat bukti tertulis, melainkan pengawasan sosial yang dilakukan 
oleh lembaga adat, seperti Puun dan tokoh adat lainnya. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum adat Baduy berdiri sebagai sistem hukum yang 
otonom dan independen dari hukum positif negara. Ketidakpatuhan masyarakat Baduy terhadap 
ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata bukanlah bentuk penolakan terhadap negara hukum, melainkan 
wujud konsistensi dalam menjaga nilai-nilai hukum adat yang telah hidup dan berkembang secara 
turun-temurun. Hal ini sejalan dengan konsep living law yang berarti hukum yang hidup dalam 
masyarakat, di mana hukum memperoleh dari kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat adat itu 
sendiri. 

Didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) memberikan ruang legitimasi baru bagi eksistensi hukum adat dengan menegaskan bahwa 
asas legalitas formal tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living 
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law). Pengakuan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum 
di Indonesia, tetapi juga menjadi jembatan bagi perjanjian atau kesepakatan adat yang selama ini 
dianggap berada di luar koridor hukum positif agar memiliki daya ikat dan kekuatan pemidanaan 
materiil yang diakui oleh negara melalui Peraturan Daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat Baduy Dalam yaitu Ayah Aming, beliau 
menjelaskan bahwa praktik perjanjian dalam masyarakat Baduy Dalam hingga saat ini masih 
dijalankan berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ayah Aming menjelaskan 
bahwa perjanjian dalam masyarakat Baduy pada umumnya tidak dibuat secara tertulis, melainkan 
dilakukan secara lisan dengan berlandaskan pada rasa saling percaya, kejujuran, dan nilai 
kekeluargaan antaranggota masyarakat.  

Perjanjian adat di masyarakat Baduy Dalam selalu berkaitan erat dengan prinsip rukun dan patut. 
Artinya, perjanjian harus membawa kebaikan bersama dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. 
Apabila terjadi perjanjian terkait pinjam-meminjam, bagi hasil, atau kerja sama dalam pengolahan 
ladang dan hasil alam, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-
masing pihak, serta dilandasi sikap saling tolong-menolong. 

Ayah Aming menyampaikan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian adat, 
penyelesaiannya tidak dilakukan melalui jalur hukum formal, melainkan melalui musyawarah adat 
yang melibatkan para pihak dan tokoh adat setempat. Adapaun sanksi dalam Baduy Dalam ada dua, 
yaitu melalui hukum adat dan hukum alam.  

Dari keterangan Ayah Agus dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam masyarakat adat Baduy 
tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan hukum yang bersifat kebendaan, melainkan sebagai 
ikatan moral dan sosial yang memiliki nilai sakral. Keberlakuan perjanjian adat tersebut 
mencerminkan karakter hukum adat Baduy Dalam yang menempatkan harmoni, kepercayaan, dan 
kebersamaan sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan hukum di dalam masyarakat. 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk perjanjian dalam masyarakat adat 
Baduy, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian adat merupakan bagian integral dari hukum adat 
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan, 
kerukunan, tolong-menolong, serta kepercayaan antaranggota masyarakat. Perjanjian adat tidak 
semata-mata berorientasi pada kepentingan individual dan kebendaan, melainkan lebih 
menitikberatkan pada keseimbangan hubungan sosial dan harmoni kehidupan bersama. Perjanjian 
dalam masyarakat adat Baduy pada umumnya dilakukan secara tidak tertulis, bersifat konkret dan riil, 
serta disertai dengan tanda pengikat tertentu sebagai bentuk kesungguhan para pihak. Keabsahan 
perjanjian adat tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga oleh pemenuhan asas-asas 
adat seperti asas tunai, asas percaya, asas rukun, asas patut, dan asas laras. Asas-asas tersebut 
mencerminkan karakter hukum adat yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kepatutan dalam 
bermasyarakat. Berbagai bentuk perjanjian adat yang ditemukan, baik yang berkaitan dengan hak atas 
rumah, tanaman, ternak, kredit perorangan, perburuhan, pertanggungan kerabat, maupun perjanjian 
bagi hasil, menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang kuat dan relevan dalam 
mengatur hubungan hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan perjanjian 
adat, termasuk dalam masyarakat adat Baduy, patut dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari 
sistem hukum nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 dan juga terdapat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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